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ABSTRAK 
 
DEDI RISFANDI (B111 09 129), dengan judul skripsi 
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN 
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA 
MAKASSAR” di bawah bimbingan Andi Sofyan sebagai pembimbing I 
dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya perlindungan 
hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan 
dalam rumah tangga, dan Untuk mengetahui kendala penegakan hukum 
dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar, Kejaksaan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang 
digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber 
sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelindungan hukum 
terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab 
Undang-Undang Pidana, Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Pvumah Tangga. Bentuk perlindungan 
hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: 
Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Kendala 
aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum 
terhadap perempuan korban kekerasan daiam rumah tangga oleh; 
Kepolisian yaitu; 1). Pihak korban dan keluarga korban tidak mau 
memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga 
karena merasa malu; 2). Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap 
selanjutnya karena korban memilih menarik laporanva dangan alasan 
memelihara keutuhan keluarga. Sedangkan instansi Kejaksaan yaitu; 1). 
Tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya 
tempus delictinya; 2). Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti 
kurangnya alat bukti. Dan instansi Kehakiman; 1). Korban tidak hadir 
dalam persidangan; 2). BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak 
memberi keterangan; 3). Pelaku tidak hadir dalam persidangan    
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DAFTAR PUSTAKA 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan 
dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui 
dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang 
digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian 
dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum 
tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi 
hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang 
mengahancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban 
manusia. 
Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu 
utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari 
sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di 
seiuruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai 
salah modus operandi kejahatan. 
Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk 
perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. ituiah 
sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah 
satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu 
2 
instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan di Indonesia. 
Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang 
merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk 
meiindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum 
sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat 
sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan 
dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan 
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.( Muladi, 2005: 33) 
Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi 
ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah 
pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua 
perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu 
alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian 
yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. ltulah sebabnya 
sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap 
perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian 
dalam hukum pidana. Dalam kenyataanya kedudukan perempuan masih 
dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban 
kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fsikis sampai pada 
timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa 
selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. 
Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-iaki yang akrab 
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dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, 
selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. ( Aroma Eimana Martha, 2003: 
43). 
Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah 
tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal 
modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan 
terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat 
memprihatinkan masyarakat. 
Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap 
perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang 
baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai 
sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam 
masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin 
meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan 
terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan 
dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk 
perubahan sebagai pendorongnya. 
Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum 
merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, 
karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecii pada puncaknya tetapi 
besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti 
sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam 
rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih 
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dianggap sebagi masalah keluarga yang diselesaikan secara 
kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan 
kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan 
tersebut rapat-rapat. 
Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, 
khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum 
nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap 
perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara 
Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik 
terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. 
Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut 
pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian 
bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan 
hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam 
Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi 
pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT) 
Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan 
diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan 
perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi 
perempuan dari tindak kekerasan, namum dalam prakteknya belum dapat 
menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan 
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fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin 
adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan. 
Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan 
bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 
tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah 
tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya 
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul 
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 
lingkup rumah tangga tersebut. 
Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) 
adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang 
kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar 
tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan 
tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan 
yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku 
mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu 
yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku 
menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. 
Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi 
juga karena ada kekuasaan. 
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Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan 
sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, 
ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti 
negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi 
korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, 
karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. 
Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, 
psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran 
ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak 
pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara 
pihak suami kepada istri dan sebaiiknya, ataupun orang tua terhadap 
anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan 
khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini 
juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam 
memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan 
demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan 
hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya 
perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah 
tatanan keluarga atau rumah tangga. 
Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan 
yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah 
tangga yang mayoritas korbannya dalah perempuan pada prinsipnya 
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merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia 
sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya 
terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya 
perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun 
masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah 
terutama mengenal ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan 
suatu tindak pidana hanya dapat dillakukan penuntutan karena adanya 
pengaduan. 
Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit 
dilakukan oleh korban kerena dengan melaporkan tindak pidana 
kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan 
malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi 
lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana 
kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum 
pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara 
optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. 
Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian 
yang lebih mendalam mengenal faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang 
dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-
undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan 
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tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Makassar 
menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 
tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. 
Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya 
perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang 
dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, 
penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan 
fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya 
sehari-hari seperti korban Nur Jazilah. Angka kekerasan terhadap 
perempuan di kota Makassar terbilang banyak, terhitung tahun 2012 
terdapat 140 kasus pengaduan diantara terdapat 22 kasus kekerasan 
dalam rumah tangga. (Tribun Timur,Selasa, 11/2012, hal: 11) 
Dan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa 
aturan telah tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT 
telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan 
terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang 
bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban 
tindak kekerasan dalam rumah tangga kota Makassar dalam suatu 
proposal usulan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum 
Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Di Kota Makassar" 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka 
beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah: 
1. Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan 
sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga? 
2. Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan 
perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 
tangga? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah: 
1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan 
terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah 
tangga 
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam 
mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 
1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat 
untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam 
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penelitian ini. 
3. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan 
sebagai korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan 
dalam rumah tangga. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 
pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : 
"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara 
maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. 
 
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 
Hukurn pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur 
ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk 
perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan 
hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam 
persfektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan 
kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan 
kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat 
dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya 
dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat. (Barda 
Nawawi Arief, 1998: 73) 
 
12 
3. Perlindungan Hukum dalam KUHP 
Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih 
banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak 
langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in 
abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi 
korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana 
menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang 
kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi 
hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in absracto. 
Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in 
concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan 
sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung 
dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan 
secara tidak langsung dan abstrak. (Barda Nawawi Arief, 1998: 79) 
Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model 
perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada 
pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang 
dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret 
(nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas 
kesehatannya. 
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Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana 
positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. 
Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan 
syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang 
ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. 
Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum 
diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan 
antara lain (Barda Nawawi Arief, 1998: 82): 
a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim 
sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, 
tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud 
menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat 
khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok 
yang dijatuhkan kepada terpidana. 
b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat 
diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling 
lama satu tahun atau pidana kurungan. 
c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya 
bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif. 
 
 
Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan 
karena dalam pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, 
syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan 
pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara 
pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana 
bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih 
dari satu tahun dan kurungan yang bukan penggati Benda. Jadi, pidana 
penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak 
mungkin dijatuhkan dengan syarat. 
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Jika dicermati ketentuan Pasal 14c KUHP bukan bermaksud 
memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi 
pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. 
Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka 
penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal 
dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan 
memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak 
pidana. 
Sebenarnya dalam KUHP, perlindungan kepada korban juga 
tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan 
tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada 
pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, 
maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah 
memperhatikan kepentingan korban. 
 
B. Pengertian Delik dan Unsur-unsurnya 
1. Pengertian Delik 
Kata delik berasal dari Bahasa Latin, yakni delictum, yang dirialam 
Wetboek van Strafbaar felt Nederland dinamakan Strafbaar felt. Dalam 
Bahasa jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan 
dalam Bahasa Belanda disebut delict. (Leden Marpaung, 2005:7) 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebaga 
berikut: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
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pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana". Dari kata strafbaar 
feit, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan 
berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara 
pandang masing-masing atau sesuai dengan aliran hukum pidana yang 
dianut. Menurut Pompe (Lamintang, 1997:182), perkataan stafbaar feit itu 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 
"Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertredingen 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzfin". 
 
 
E. Utrecht, (1994: 251) memakai istilah peristiwa pidana karena 
istilah peristiwa itu meiiputi suatu perbuatan (handeien atau doen) atau 
suatu melalaikan (verzuim atau nalaten) maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan 
peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa 
kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. 
Vos (Martiman Prodjohamidjojo, 1996: 16) merumuskan bahwa 
strafbaar felt itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana 
oleh peraturan perundang-undangan. 
R. Tresna (1959: 29) mendefinisikan strafbaar felt sebagai peristiwa 
pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-
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undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman. 
Kata strafbaar artinya ‘dapat dihukum’. Arti harfiahnya ini tidak 
dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum 
adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, 
perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah 
tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan 
dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno: 
"tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir , oleh 
karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping 
kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya 
diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang 
menyertai perbuatan". (Leden Marpaung, 2005: 10) 
 
 
Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan 
istilah "hukuman". istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk 
pergantian perkataan "straft", tetapi menurutnya istilah "pidana" lebih baik 
daripada "hukuman". Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat 
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya 
sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-
hari di bidang pendiriikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena 
pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-
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sifatnya yang khas. (Adami Chazawi, 2009: 79) : 
Wirjono Prodjodikoro (1981: 50) menyatakan bahwa tindak pidana 
itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana. 
Selain itu, Moeljatno (Marlina, 2009: 77) mendefinisikan bahwa: 
"delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan 
atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan 
ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian tersebut". 
 
 
2. Unsur-unsur Delik 
Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik 
sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum 
(subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik 
(kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, sebagai berikut: 
"Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan 
atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara 
tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". 
 
 
Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut 
tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik 
atau perbuatan pidana. 
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Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan 
ajaran formil dengan materiil yaitu : 
1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap 
tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak 
menyebut unsur-unsur. 
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika 
dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah 
menjadi unsur delik. 
 
Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi (Andi Hamzah, 2009: 
58). 
a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya 
tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh 
manusia. 
b) Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat 
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu 
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan 
dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut 
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam 
arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. 
e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang 
tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban 
seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 
 
 
Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan 
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu 
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memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan 
hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-
unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua 
macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah 
unsur yang terdapat di ivar din pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara 
material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 
c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) bahwa: 
"Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld)". 
Menurut Tongat (2009 : 3-5) unsur-unsur delik terdiri atas dua 
macam yaitu: 
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1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang 
dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 
263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP 
misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus 
merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat 
mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan 
Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" 
yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat 
yang berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa 
suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
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160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 
KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di 
tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) 
yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld). 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan 
nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2009: 81) dalam 
batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur 
sebagal berikut: 
a) Kelakuan (orang yang); 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
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c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan/kesalahan. 
 
 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenal perbuatannya dengan unsur-unsur 
mengenal diri orangnya. 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku 
III KUHP memuat pelanggaran. Dan rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
(Adami Chazawi, 2009: 82) yaitu 
a) Unsur tingkah laku; 
b) Unsur melawan hukum; 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i) Unsur objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : 
a) Merupakan perbuatan manusia; 
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan 
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku 
(syarat materiil). 
 
 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak 
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pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia 
yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai 
sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk 
aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila 
dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
objektif. 
Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang 
dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pengawai 
negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. 
 
C. Delik Kekerasan 
1. Pengertian Delik Kekerasan 
Kekerasan atau bahasa lnggris: violence berasal dari bahasa Latin: 
violentus yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan atau 
berkuasa). Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat 
Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara 
fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan 
penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat 
dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan 
dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat 
diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. 
Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula 
dimasukan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan: kekayaan 
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tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa 
karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah 
tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.(R. Sianturi 1983: 608) 
Penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya 
harus dipandang bersifat tidak sah (illegitimate), oleh karena banyak hal 
yang terjadi dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah. 
Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk 
kekerasan itu tergantung pada siapa pelakunya, dimana perbuatan 
dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya serta 
dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan. 
Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat 
dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan apakah 
perbuatan kekerasan itu dianggap baik atau tidak. Misalnya dalam perang 
atau konfiik bersenjata, kekerasan pada dasarnya diterima sebagai suatu 
tindak kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai 
atau bersengketa. 
Menurut Zakariah Idris (1988:452), kekerasan adalah: perihal yang 
berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok 
orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain" 
R. Sianturi (1983: 610) memberi arti kekerasan atau tindak 
kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat 
sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya". 
25 
Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan". 
Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R.Soesilo 
(1996: 98) memberi penjelasan bahwa: 
"Melakukan kekerasan artinya rnempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya". 
 
 
Berdasarkan uraian di atas maka delik kekerasan merupakan suatu 
perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak 
sah dan melanggar hukum yang membuat akibat-akibat sesorang 
pingsan, tidak berdaya lagi atau menyebabkan matinya seseorang. 
 
2. Kekerasan Di Dalam KUHP 
Tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, 
karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan 
jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung 
maupun tidak langsung, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan, 
telah terjalin kerjasama baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan tindak 
pidana, atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya 
kerusakan baik fisik maupun non fisik. 
Di dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 
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(lima) jenis (Rayhan A. 2008: 119-120), yaitu: 
1. Penganiayaan Biasa 
Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 351 
KUHP.Bentuk penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai 
penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula penganiayaan 
yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini 
diancam dengan hukuman berat apabila penganiayaan yang 
dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan 
melakukan ini tidak dapat dihukum. 
 
2. Penganiayaan Ringan 
Jenis penaaniayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. 
Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan 
apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau 
terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. 
 
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. 
Jenis penaaniayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP. 
Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang 
dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat 
atau mati maka hukumnya lebih berat. Percobaan melakukan 
penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Pengertian luka berat 
dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP, yaitu: 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan 
akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan 
bahaya maut; 
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan yang merupakan mata pencaharian; 
3. Kehilangan salah satu panca indera; 
4. Mendapat cacat berat; 
5. Menderita sakit lumpuh; 
6. Terganggunya daya pikir selama Lebih dari empat minggu; 
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan 
 
4. Penganiayaan berat 
Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. 
Pasal ini dapat dikenakan apabila niat pembuat memang ditujukan 
pada melukai berat .Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu 
hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk 
penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (dikenakan Pasal 
351 KUHP).Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan 
hukuman. 
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5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 
Penaaniayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
diatur dalam Pasal 355 KUHP.Bahwa yang dimaksud di dalam 
pasal ini adalah penganiayaan dalam Pasal 354 yang dilakukan 
dengan direncanakan terlebih dahulu. Percobaan melakukan 
kejahatan ini dapat dikenakan hukuman. 
 
 
Selain hal tersebut di atas, ahli Kriminologi Stephen Scahfer 
(Mulyana W. Kusuma, 1982:24) menggolongkan jenis-jenis kekerasan 
yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian 
dengan kekerasan. 
a. Pembunuhan 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
pembunuhan terdiri atas beberapa macam, yaitu: 
1) Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. 
2) Pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu atau dikenal 
dengan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 
KUHP. 
b. Penganiayaan berat merupakan jenis penganiayaan yang oleh 
Undang-undang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat 
yang diatur dalam Pasal 354. 
c. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. 
 
 
3. Kekerasan Di Dalam UU PKDRT 
Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena 
dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu 
rusak, maka berbahayalah eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT 
yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit 
bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota 
masyarakat. 
Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa : 
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"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup 
rumah tangga." 
 
Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU 
PKDRT adalah meliputi 
1. Kekerasan fisik; 
2. Kekerasan psikis; 
3. Kekerasan seksual; atau 
4. Penelantaran rumah tangga. 
Pada kenyataannya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, 
dan penelantaran rumah tangga tersebut semakin hari semakin marak 
dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat 
hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena 
undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara 
tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenal 
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penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu 
diberikan nafkah dan kehidupan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur 
secara khusus mengenal ihwal pencegahan dan perlindungan serta 
pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga 
mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 
dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana 
penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT). 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit atau Iuka berat 
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT). 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang. 
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT). 
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan 
atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang 
lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT). 
a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut. 
b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
yang Iayak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 
berada di bawah kendali orang tersebut. 
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Adapun ketentuan pidana dalam UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: 
Pasal 44 : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 
 
Pasal 45: 
 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 
(sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah). 
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Pasal 46 : 
 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
 
Pasal 47 : 
 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas 
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 
 
Pasal 48 : 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan 
daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) 
minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, 
gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan 
tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 49 : 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah), 
setiap orang yang: 
 
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 
(2). 
 
Pasal 50: 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat 
menjatuhkan pidana tambahan berupa: 
32 
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk 
menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, 
maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; 
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah 
pengawasan lembaga tertentu. 
 
 
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Ruang Iingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 
KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. 
Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan (2) UU PKDRT, yaitu : 
1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 
a. suami, istri, dan anak; 
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut. 
2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada 
dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
 
 
Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai 
korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat 
umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya domestic violence, 
ramify violence, wife abuse, marital voience (kekerasan dalam 
perkawinan). (Aroma Elmana Martha, 2003:31) 
Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya 
perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang 
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perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, 
termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai 
antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, 
serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. 
Gaiies mendefinikan kekerasan dalam keluarga (family violence) 
sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, 
menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain 
yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam 
keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah 
kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang 
berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi 
pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih 
cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan). (Aroma 
Eimana Martha,2003: 31) 
Kekerasan dalam rumah tangga oleh beberapa ahli mendefinisikan 
sebagai pola prilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang 
menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh 
pasangan atau mantan pasangannya. 
Neil Alan dan kawan-kawan (Aroma Elmana Martha, 2003: 32) 
membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada child abuse 
(kekerasan kepada anak) dan wife abuse (kekerasan kepada istri) sebagai 
korban. Namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak 
maupun istri sesungguhnya sama. Wife abuse diriefinisikan sebagai 
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tindakan yang menimbulkan kerugian fisik yang dikaitkan dengan 
perempuan sebagai pasangannya. Tindakan kekerasan fisik dapat terjadi 
melalui tamparan atau dorongan untuk menggunakan senjata. Kekerasan 
pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi, 
ancaman, penghinaan di muka umum, kata-kata kasar yang dilakukan 
berulang-ulang. 
Straus, Gelles, dan Steinment, mendefinisikan kekerasan terhadap 
pasangan sebagai tindakan baik suami maupun istri dapat dilakukan 
penyiksaan satu sama lain, meskipun sebagian besar berpendapat bahwa 
Iaki-lakilah yang menjadi pelaku utama (Aroma Elmana Martha,2003: 35).  
 
E. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan secara khusus digolongkan dalam 
beberapa hal sebagaimana pendapat Aroma Elmina Martha (2003: 24) 
sebagai berikut : 
1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. 
Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan 
keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan 
tertentu. Tercakup disini adalah penganiayaan terhadap istri, 
pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, 
penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau 
perkosaan oleh anggota keluarga. 
2) Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang 
terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, 
sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasaan yang sangat 
luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja 
maupun di tempat umum. 
3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. 
Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang 
dilakukan, dibenarkan, didiamkan terjadi oleh negara di mana 
pun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
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pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar 
kelompok, dan situasi kelompok, dan situasi konflik bersenjata 
yang terkait dengan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan 
seksual daan kekerasan paksa. 
 
Tema sentral persoalan kekerasan terhadap perempuan pada 
umumnya berhubungan dengan kekerasan yang berbasis gender. Bentuk 
kejahatan ini pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi yang 
menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya 
yang setara dengan laki-laki. 
Coomaraswany (Aroma Elmina Martha, 2003: 25) menyatakan 
bahwa ada tiga kriteria yang mengategorikan jenis-jenis kekerasan 
terhadap perempuan berbasis gender yaitu: 
 
1. Berdasarkan Motif Kekerasan 
Kekerasan berdasarkan motif pelaku didasarkan pada asumsi 
bahwa tidak ekerasan dilakukan terhadap perempuan terdapat hubungan 
personal antara pelaku kekerasan dengan korban. Wujud tindak 
kekerasan yang dimaksud berupa: 
a) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan 
semata-mata karena seksualitas dan gender mereka, seperti 
tindak perkosaan, pembunuhan bayi perempuan dan 
perdagangan perempuan serta kejahatan seksual lainnya. 
Semua perbutan kekerasan ini secara fundamental 
berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang 
seksualitas perempuan dan peranannya dalam hirarki sosial. 
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b) Jenis kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian 
hubungannya dengan seseorang laki-laki. Tindak kekerasan ini 
dapat berupa kekerasan domestik dan kekerasan berdalih 
kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian 
perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan 
mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, 
pertama ayahnya, kemudian suaminya. 
c) Jenis kekerasan yang ditimpalkan kepada seseorang 
perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu. 
Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian 
antar kelas atau kasta. Perempuan dijadikan sarana 
penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, 
melukai, atau memerkosa dan membunuh mereka. Praktek ini 
erat kaitannya dengan persepsi bahwa perempuan adalah milik 
(property) laki-laki yang menjadi musuh dari laki-laki lain. 
2. Berdasarkan Tempat Terjadinya Kekerasan 
Bila kriteria ini digunakan maka ada tiga wilayah utama tempat 
terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu di dalam keluarga 
(domestic vioience), di lingkungan komunitas dan tempat umum serta 
tempat kerja. Kekerasan berbasis jender yang terjadi di tiga wilayah yang 
disebut terakhir ini sering dikenal nama non-domestic violence. 
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3. Berdasarkan Pelaku Kekerasan 
Berdasarkan kriteria ini dapat dibedakan dua jenis kekerasan 
jender yang dilakukan orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh 
pihak asing (strangers). Kekerasan berbasis jender yang dilakukan oleh 
negara atau oleh pihak-pihak yang direstui oleh negara (state violence) 
termasuk dalam kategori yang kedua ini. 
 
F. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak 
mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan 
peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang 
dimaksud dengan korban adalah: 
"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan 
hak asasi yang menderita". (Arif, Gosita. 1993: 41) 
 
 
Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak 
hanya mengenal korban kejahatan saja. Viktimoiogi (victimology) tidak 
hanya mempelajari korban kejahatan (human act), tetapi juga termasuk 
korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (natural 
disasters). Korban (Muladi, 2005: 108) juga diartikan:  
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"Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 
atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 
komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
 
Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak 
hanya mengenal korban kejahatan saja. Viktimoiogi (victimoiogy) tidak 
hanya mempelajari korban kejahatan (human act), tetapi juga termasuk 
korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (natural 
disasters). Kongres ke VII United Nations di Milan, italia pada 1985, telah 
memberi definisi tentang victim dalam kaitannya dengan draft Declaration 
of Basic Principles of Justice membedakan 2 (dua) kategori victim 
(korban), yaitu: 
1. Korban karena kejahatan (victim of crime); 
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (victim of abuse of power). 
Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
dalam Pasal 1 ayat ke 4 yang berbunyi: "Korban adalah orang yang 
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 
tangga". 
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi disebutkan, korban adalah orang 
perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik 
fisik, mental, maupun emosionai, kerugian ekonomi, atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai 
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akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban 
adalah ahli warisnya. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, menyebutkan: "Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana". 
2. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak 
dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 
1. Hak korban adalalah sebagai berikut: 
a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, 
sesuai dengan kemampuan pelaku, 
b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya, 
c. Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli 
warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut, 
d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, 
e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya, 
f. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan 
membahayakan dirinya, 
g. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak 
pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi, 
h. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum, 
i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum 
(rechtsmiddelen), 
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2. Kewajiban korban adalah sebagai berikut:  
a. Korban tidak main hakim sendiri (eigenricting) 
b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah 
terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi, 
c. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku, baik 
oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain, 
d. Korban wajib serta membina pelaku, 
e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi 
korban lagi, Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai 
dengan kemampuan pelaku, 
f. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk 
memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan 
kemampuannya, 
g. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak ada membahayakan 
diri sendiri dan ada jaminan. Demikian beberapa macam hak 
dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk 
dipertimbangkan manfaatnya". (Arief.Gosita. 1993: 53) 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab 1 Pasal 5. Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menentukan sebagai berikut: 
Seseorang saksi dan korban berhak: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
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e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenal perkembangan kasus;  
g. Mendapatkan informasi mengenal putusan pengadilan  
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;  
k. Memperolah pergantian biaya transportasi dengan kebutuhan  
l. Mendapat penasihat hukum 
 
 
 
  
42 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi peneiitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
"Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Perempuan Korban Tindak 
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar", maka 
Penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota Makassar, tepatnya di 
Pengadilan Negeri Makassar, Kepolisian dan Kejaksaan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data. 
Peneiitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari responden dan putusan pengadilan. Sedangkan data 
sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari 
perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan 
dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang 
dalam penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
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1. Studi dokumen yaitu : Pengumpulan data dengan cara mempelajari 
berbagai literatur, baik buku artikel, maupun materi kuliah yang 
diperoleh, mempelajari dokumen dalam perkara yang diangkat seperti 
BAP kepolisian, surat dakwaan, putusan hakim dll. 
2. interview (wawancara) yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan 
obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait 
dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 
penulisan atau penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT 
UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan 
dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka 
korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan 
penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai 
konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi 
perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin 
perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di 
dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya 
sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh 
istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban 
seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan 
kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga 
maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan 
balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan 
muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu 
viktimisasi kerap kaii pernah berhubungan atau saling mengenal satu 
sama lainnya terlebih dahulu.(Arif Gosita,1993: 23) 
Pengaruh negatif KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya 
bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga 
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yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang 
langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan silat 
endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk 
memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di 
tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT 
juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang 
kemudian menjadi sumber masalah sosial. 
Berdasarkan hasii Konfrensi Perempuan Sedunia IV di Beijing 
Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai 
kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo 
mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap 
perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan 
hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada 
semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan. (Aroma 
Eimina Martha, 2003: 23) 
Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 
merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai 
berikut : 
"setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termaksud 
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi". 
 
Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak 
kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis. 
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Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi 
kekerasan terhadap perempuan yaitu : 
1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin; 
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat; 
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan; 
4. Secara fisik, seksual, atau psikologis; 
5. Termaksud ancaman tindakan tertentu; 
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang; 
7. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 
Pasal 3 Dekiarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk 
menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil 
atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termaksud antara lain: 
1. Hak atas kehidupan; 
2. Hak atas persamaan; 
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; 
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum; 
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif; 
6. Hak untuk mendapatkan peiayanan kesehatan fisik maupun 
mental yang sebaik-baiknya; 
7. Hak atas pekerjaan yang Iayak dan kondisi kerja baik; 
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8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. 
Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau 
sewenang-wenang. 
Di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak 
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 
5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Pada Bab ini, Penuiis akan menguraikan mengenal perlindungan 
hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di 
Kota Makassar. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang 
belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila 
korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. 
Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan 
medis, maupun psikoiogis juga diperlukan terhadap para korban untuk 
memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat 
hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi 
sebagai biaya pengobatan bagi korban. 
Perlindungan ini sangat diperlukan bagi perempuan sebagai korban 
KDRT yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik 
(ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). 
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1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam 
Beberapa Perundang-Undangan Di Indonesia 
a. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam KUHP 
Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi 
setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. 
Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang 
sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum 
sebagai instrumen hukum untuk meiindungi kaum perempuan dari 
kejahatan kekerasan. Adapun pasal dan ancaman pidananya tampak 
dalam tabel I berikut: 
Tabel I 
Ketentuan Pasal Jenis Kejahatan Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP 
 
No. Pasal 
Jenis Kejahatan 
Kekerasan 
Ancaman Pidana 
Minimal 
Ancaman Pidana 
Maksimal 
1 351 KUHP Penganiayaan biasa Selama- lamanya 
2 tahun 
5 tahun jika 
mengakibatkan luka 
berat dan 7 tahun jika 
korban mati 
2 352 KUHP Penganiayaan ringan Tidak ada Selama-lamanya 3 
bulan 
3 353 KUHP Penganiayaan biasa 
yang direncanakan 
Selama-lamanya 
4 tahun 
Ancaman Pidana 
selama-lamanya 7 
tahun jika 
mengakibatkan luka 
dan 9 tahun jika 
korban mati 
4 354 KUHP Penganiayaan berat Selama-lamanya 
8 tahun 
Selama-lamanya 10 
tahun jka 
mengakibatkan 
kematian 
5 355 KUHP Penganiayaan berat 
yang direncanakan 
Selama-lamanya 
12 tahun 
15 tahun jika 
mengakibatkan 
kematian 
 
49 
Pasal-Pasal tersebut (Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP) 
mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini 
mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan 
pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenal ganti rugi 
yang dapat diperoleh korban KDRT akibat perbuatan pelaku. Dapat 
dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan 
secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara 
langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku 
terhadap korban. 
KUHP sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal 
yang terkait dengan tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini KUHP 
membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban 
kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku 
tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif 
ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidana para pelaku 
kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, upaya penangguiangan dan pencegahan kekerasan dalam 
masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP. 
Penggunaan KUHP sebagai instrumen hukum dalam upaya 
penanggulangan dan pencegahan KDRT sebelum berlakunya UUPKDRT 
cukup baik jika hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ancaman 
hukuman seperti yang disebut di atas dan menindak siapa saja yang 
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melakukan kekerasan biasa, ringan, berat atau direncanakan. Akan tetapi 
dalam prakteknya belum efektif baik secara substantif maupun parktisnya, 
terutama yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Hal 
ini sejalan dengan hasil wawancara (wawancara 25 November 2013) 
dengan Makmur, S.H., M.H selaku hakim pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang intinya mengatakan bahwa: 
"Penggunaan KUHP dalam kasus KDRT tidaklah efektif 
memberikan perlindungan kepada perempuan. Ada hal yang terkait 
dengan KDRT yang bukan saja korban dalam bentuk pisik tetapi 
akibat dari KDRT itu berdampak pada sisi lain, seperti halnya 
trauma, ketakutan yang merupakan dampak psikis, kekerasan 
seksual dan penelantaran keluarga, jika dikaitkan dengan sistem 
KUHP maka tidak dapat menjamin adanya dampak-dampak buruk 
yang dialami perempuan dalam rumah tangga jadi sitem represif 
yang dianut KUHP belum efektif."  
 
 
b. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam UUPKDRT 
Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan 
terhadap KDRT sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi 
aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagi acuan tindakan bagi aparat 
penegak hukum bagi pelaku KDRT. 
Dalam Undang-undang KDRT terdapat beberapa perbuatan 
kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, 
seperti rumusan Pasal 5 UUPKDRT tentang pengertian kekerasan dalam 
rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan 
penalantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah 
yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai 
adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Berikut ini 
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penulis akan menguraikan pasal yang terkait ancaman pidana pada kasus 
kekerasan dalam rumah tangga tampak pada tabel berikut: 
Tabel II 
Ketentuan Pasal Jenis Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang 
Diatur dalam UUPKDRT 
 
No. Pasal Jenis KDRT Ancaman 
Pidana 
Minimal 
Ancaman Pidana 
Maksimal 
1 44 
UUPKDRT 
Kekerasan Fisik Tidak ada 5 tahun atau denda 
Rp. 
15.000.000 (lima 
belas juta rupiah) 
2 44 ayat 2 
UUPKDRT 
Kekerasan Fisk 
mengakibatkan sakit 
atau luka berat 
Tidak ada Selama-lamanya 
10 tahun atau 
denda paling 
banyak Rp. 
30.000.000 (tiga 
puluh juta rupiah) 
3 44 ayat 3 
UUPKDRT 
Kekerasan Fisik 
mengakibatkan 
kematian 
Tidak ada Ancaman pidana 
paling lama penjara 
15 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 
45.000.000,- 
(Empat puluh lima 
juta rupiah) 
4 44 ayat 4 
UUPKDRT 
Kekerasan fisik yang 
tidak menimbulkan 
penyakit atau 
halangan melakukan 
pekerjaan 
Tidak ada Paling lama 4 tahun 
dan denda paling 
banyak Rp. 
5.000.000,- (lima 
juta rupiah) 
 
Pada pasal-pasal yang dicantumkan di atas yang terkait dengan 
perundang-undangan terhadap KDRT sudah memungkinkan sebagai 
sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan 
sebagai tindakan represif bagi pelaku KDRT. Dalam UUPKDRT pada 
rumusan Pasal 5 tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang 
meliputi, kekerasan pisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga. 
Pasal tersebut arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT. Hal ini menjadi 
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fokus pembahasan dalam bab-bab selanjutnya yang sejalan dengan salah 
satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum 
bagi korban KDRT. 
 
B. Bentuk Lain Dari Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 
Perempuan Korban KDRT 
Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk lain dari perlindungan 
hukum bagi perempuan korban KDRT. 
a) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah, MABES POLRI 
membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian 
Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort 
(Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan 
layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Diharapkan Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan para korban kejahatan 
mendapatkan perlindungan yang maksimal. 
Ros Dalima selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak 
Polrestabes Makassar (wawancara 27 November 2013) mengatakan: 
"Pelaksana Unit Peiayanan Perempuan dan Anak bertugas 
menerima laporan, pengaduan tentang tindak pidana kejahatan, 
memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak 
lanjut dari laporan, menjamin kerahasian informasi yang diperoleh 
dari korban agar korban merasa dilindungi hak-hak dan privasinya 
dan unit pelayanan perempuan dan anak berfungsi memberikan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, 
dalam rangka penegakan hukum,". 
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b) Bantuan Hukum 
Kepada perempuan korban KDRT juga diberikan Iayanan bantuan 
hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga 
bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang 
seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku KDRT yang telah berbuat 
jahat kepadanya. 
Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, 
masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui 
lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan 
keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, 
disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para 
penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat 
kepada pelaku KDRT. Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di 
beberapa daerak khususnya di Kota Makassar sendiri terdapat berbagai 
LBH antara lain, Lembaga Bantuan Hukum Makassar JI. Serigala No. 31, 
Lembaga Bantuan Hukum ARK Makassar Ji.Perintis Kemerdekaan No. 
148, Lembaga Bantuan Hukum Yusticia JI. Ince Nurdin Mangkura, dan 
lain-lain. 
Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat mendampingi korban 
tindak kekerasan dalam rumah tangga agar mereka mendapatkan hak-
hak hukumnya baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat 
sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku kekerasan. Upaya 
mendampingi ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga 
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penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak 
hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak diianggar dan 
korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku KDRT, 
diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman 
setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. 
 
C. Kasus dan Kendala Penegakan Hukum Dalam 
Mengimplementasikan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap 
Perempuan Dalam Rumah Tangga 
 
Sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak 
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan 
bahkan banyak yang tidak terungkap. Upaya memberikan perlindungan 
hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 UU PKDRT bahwa: 
 
"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan 
berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan 
dan kesetaraan gender; c. Nondiskriminasi; dan d.perlindungan 
korban". 
 
 
a. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Aparat 
Kepolisian 
Berikut ini penulis menguraikan data mengenal tindak tindak 
kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Polwiltabes Makassar 
selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2009 sampai pada tahun 2012 
sebanyak 321 kasus yang terperinci sebagi berikut: 
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Tabel III 
Jenis KDRT yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar  
Tahun 2009-2012 
 
Jenis KDRT 2009 2010 2011 2012 Jumlah % 
Fisik 
Psikis 
Seksual 
Penelantaran 
Keluarga 
 
37 
3 
0 
5 
77 
5 
0 
9 
78 
6 
0 
4 
84 
1 
0 
12 
276 
15 
0 
30 
85,98 
4,67 
0,0 
9,34 
Jumlah  45 91 88 97 321 100 
Sumber : Polrestabes Kota Makassar, 2013 
Berdasarkan tabel I tampak bahwa kekerasan terhadap perempuan 
dalam rumah tangga di wilayah Kota Makassar untuk jenis kekerasan fisik 
merupakan jenis kekerasan yang terbanyak yang dilaporkan jika 
dibandingkan dengan kekerasan psikis, seks, dan penalantaran keluarga. 
Adapun kekerasan KDRT psikis untuk tahun 2009 sampai 2012 
yang tercatat di Polwiltabes Makassar Sebanyak 15 kasus, tahun 2009 
hanya 3 kasus atau 20% tahun 2010 naik jumlah kasus menjadi 5 laporan 
kasus atau 33,33% selanjutnya tahun 2011 kembali tercatat 6 kasus atau 
40%, akhirnya untuk tahun 2012 terjadi penurunan tercatat 1 kasus atau 
6,67 %. Jenis kekerasan seksual dan penelantaran keluarga yang tercatat 
di Polwiltabes Makassar Sebanyak 30 kasus, tahun 2009 hanya 5 kasus 
atau 16,66% tahun 2010 naik jumlah kasus menjadi 9 laporan kasus atau 
30% selanjutnya tahun 2011 tercatat 4 kasus atau 13,33%, akhirnya untuk 
tahun 2012 terjadi penurunan tercatat 12 kasus atau 40%. Penelantaran 
keluarga merupakan kasus yang terbanyak kedua setelah kekerasan fisik. 
Kasus penelantaran keluarga rata-rata korbannya mencabut laporannya 
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setelah dilakukan proses mediasi. Hal ini senada dengan hasil wawancara 
dengan Bripka M. Ramli Suyuti selaku penyidik pada Polrestabes 
Makassar (wawancara 27 Oktober 2013): 
"Pada kasus KDRT untuk laporan penelantaran keluarga hampir 
semua dicabut laporannya setelah pihak pelapor dengan terlapor 
dipertemukan dan diseiesaikan secara kekeluargaan. 
 
Dari data di atas menurut penulis bahwa banyaknya kasus KDRT 
yang tercatat dalam statistik kriminal kepolisian Makassar menjadi indikasi 
bahwa ketiga jenis KDRT tersebut belum dapat diungkap oleh aparat 
kepolisian Kota Makassar secara keseluruhan. 
Banyak faktor yang menyebabkan ketiga kasus jenis KDRT sulit 
diungkap, menurut penulis salah satu faktornya adalah tidak adanya 
laporan dari korban atau keluarga korban untuk melaporkan kasus yang  
dialami keluarganya, dan antar pelaku dan korban masih ada hubungan 
keluarga, sehingga mereka selesaikan secara kekeluargaan. Penyebab 
utama tidak melaporkan karena mereka merasa malu kalau persoalan ini 
dilaporkan ke kepolisian. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Suardi selaku paman korban 
HS (wawancara 20 Desember 2013) mengatakan bahwa: 
"Pada awalnya korban merasa malu dan takut untuk melaporkan 
kasusnya ke kepolisian, tetapi karena desakan keluarga korban 
berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami yang dilakukan 
oleh suaminya". 
 
 
Adapun wawancara dengan korban R (wawancara 23 Desember 
2013) mengatakan bahwa: 
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"Korban sering mendapat ancaman dari pelaku (suaminya) jika 
berani melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian, 
diacam akan dipukul bahkan akan dibunuh jika berani meiaporkan 
kepada kepolisian". 
 
 
Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (kepolisian) 
dalam menangani kasus KDRT adalah sulit mengungkap atau menyelidiki 
lebih lanjut karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan 
keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa 
maiu. Selain itu kendala yang dihadapi aparat pada dasarnya, bahwa 
banyaknya kasus KDRT yang tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya 
karena alasan memelihara keutuhan rumah tangga. 
M. Ramli Suyuti selaku Penyidik pada Polrestabes Makassar 
(wawancara 27 Oktober 2013) mengatakan: 
"Sangat sulit jika kami ingin menerapkan UUPKDRT karena di satu 
sisi dalam Pasal 4 UUPKDRT menginginkan mencegah segala 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban tindak 
kekerasan dalam rumah tangga, menindaklanjuti pelaku kekerasan 
dalam rumah tangga. Jika kami meneruskan kasusnya sampai 
tingkat pengadilan maka yang didapat bukan lagi keutuhan rumah 
tangga tapi perceraian. 
 
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga dilindungi oleh korban, semestinya pihak korban kekerasan 
diberikan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk dengan 
memberikan hak-haknya. Hal ini sesuai yang  diatur dalam Pasal 16 
sampai Pasal 38 tentang Pelindungan. Ketentuan dalam Pasal 16 sampai 
Pasal 38 merupakan kewajiban bagi aparat kepolisian untuk memberikan 
kepastian hukum akan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah 
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tangga. Pemberian hak-hak kepada korban kekerasan dijamin oleh 
undang-undang KDRT sebagai wujud perlindungan hukum. 
Tindak lanjut kasus KDRT yang di kepolisian adalah 
dilimpahkannya perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh 
jaksa penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 
ayat (1) KUHAP. Kewenangan ini bertujuan untuk menuntut pelaku KDRT 
guna memberikan perlindungan hukum kepada korban. 
 
b. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Aparat 
Kejaksaan 
Selanjutnya penulis akan menguraikan berapa besar kasus KDRT 
yang diproses oleh kepolisian Makassar yang dilimpahkan ke Kejaksaan 
Negeri Makassar. Data perbandingan kasus KDRT yang dilimpahkan ke 
Kejaksaan dan yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar 
dapat dilihat pada tabel II sebagai berikut: 
Tabel IV 
Perbandingan Kasus KDRT yang dilimpahkan ke Kejaksaan dan yang 
tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar 
 
No Tahun KDRT di Polrestabes 
Dilimpahkan ke 
Kejaksaan 
Tidak 
dilimpahkan 
1 2009 45 Kasus 25 Kasus 20 Kasus 
2 2010 91Kasus 31 Kasus 60 Kasus 
3 2011 88 Kasus 35 Kasus  53 Kasus 
4 2012 97 Kasus 36 Kasus 61 Kasus 
JUMLAH 321 Kasus 127 Kasus 194 Kasus 
(sumber data : Polwiltabes Kota Makassar, 2013) 
Pada tabel IV terlihat bahwa dari 321 tindak kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan ke Polwiltabes Makassar selama empat tahun 
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mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, hanya 127 kasus atau 
39,56% yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga kasus 
yang ditangguhkan adalah sebanyak 194 kasus atau 60,44%. 
Tingginya tingkat kasus KDRT yang ditangguhkan yakni mencapai 
60,44% dari 321 kasus KDRT, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi 
aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) dalam menyusun surat 
dakwaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan 
bahwa dari sekian banyak kasus KDRT yang diajukan kepada kejaksaan, 
hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat materil dan formil KUHAP 
dan diproses yang diajukan jaksa penuntut umum ke pengadilan. 
Menurut Irwan Datuiding, S.H. selaku Kepala Seksi Pidana Umum 
(Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar (wawancara 27 Oktober 
2013) mengatakan : 
"Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap 
perempuan korban KDRT, Jaksa Penuntut Umum sulit 
mengungkap jauh kasus KDRT karena banyak mengalami kendala 
dalam pembuatan tuntutan seperti kurangnya alat bukti, Jaksa 
mengembalikan berkas ke penyidik karena tidak lengkapnya syarat 
formal". 
 
Selama dalam proses pembuatan surat dakwaan pihak korban 
menurut undang-undang diberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, 
bukan saja melalui proses penyelidikan dan penyidikan melainkan korban 
diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak korban. Hal 
ini sesuai yang diatur dalam beberapa Pasal dalam UU KDRT muiai Pasal 
16 sampai dengan Pasal 38 yaitu Bab IV. Makna pasal tersebut dapat 
60 
ditafsirkan bahwa perlindungan bagi korban KDRT seharusnya juga 
diperoleh korban selama masih dalam proses peradilan baik pada tingkat 
kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Ketentuan tentang hak-hak untuk 
dilindungi berlaku juga pada tingkat kejaksaan sebagaimana perlindungan 
diberlakukan pada masa penyelidikan oleh penyidik/penyelidik. 
Bagi Penulis pemberlakuan ketentuan dalam UU KDRT tersebut 
merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan 
kepastian hukum akan perlindungan bagi korban KDRT sebagaimana 
diperoleh pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Semua hak korban 
tetap harus diberikan, terutama hak pemulihan kesehatan fisik dan mental. 
Beberapa hak korban tersebut dijamin oleh undang-undang PKDRT 
sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban KDRT. Perlindungan ini 
diberikan sebagai wujud penghargaan hukum kepada kaum perempuan 
yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang 
perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya. 
Aparat penegak hukum (kejaksaan) masih menemukan kendala 
teknis untuk merumuskan secara lengkap telah terjadinya kejahatan 
KDRT. Hal ini diperlukan mengingat dalam KUHAP disebutkan adanya 
syarat materiil yang harus dipenuhi agar surat dakwaan dapat dinyatakan 
layak untuk diajukan di persidangan. Seperti pada kasus KDRT kekerasan 
psikis yang menurut penulis bahwa tidak adanya atau kaburnya tempus 
delictinya menyebabkan syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP 
tidak terpenuhi. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Irwan 
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Datuiding, S.H. selaku Kasi Pidum Kejari Makassar (wawancara 27 
Uktober 2013): 
"Banyak dari kas tidak memenuhi syarat materiil karena kaburnya 
empus delicti pada kasus kekerasan psikis". 
 
Akibatnya, surat dakwaan dianggap "batal demi hukum". Tidak 
lengkapnya surat dakwaan jaksa penuntut umum menyebabkan 
perlindungan hukum bagi korban KDRT psikis sulit diwujudkan. 
c. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Aparat 
Hakim 
 
Demi terciptanya " the rule of law "badan peradilan sebagaimana 
yang menjadi salah satu fungsi dan tujuan untuk menerima dan 
memeriksa dan menetapkan putusan siapa yang harus diberi hukuman 
dan siapa yang harus dibebaskan dalam kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan untuk 
disidangakan. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman 
menyatakan bahwa salah satu tugas pokok badan peradilan yaitu 
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyeiesaikan setiap perkara 
yang diajukan kepadanya. 
Kasus-kasus KDRT yang diajukan ke persidangan adalah kasus 
kekerasan fisik yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan kasus 
kekerasan psikis pada umumnya dihentikan penuntutannya demi hukum 
disebabkan kurangnya alat bukti atau telah melampaui masa tahanan baik 
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oleh kepolisian maupun kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 
ayat 2 KUHAP. Meskipun telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di 
persidangan, upaya perlindungan korban KDRT juga mendapat kendala 
dalam proses persidangan. 
Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (Hakim) 
berdasarkan hasil wawancara dengan Janverson Sinaga, S.H. selaku 
hakim di Pengadiian Negeri Makassar (wawancara 11 Oktober 2013): 
"Kendala yang dihadapi hakim adalah korban tidak hadir di 
persidangan, BAP dari kepolisian tidak lengkap, korban tidak 
memberi keterangan, saksi tidak hadir dalam persidangan, pelaku 
tidak hadir dalam persidangan."  
 
Beberapa kendala yang dihadapi hakim dalam penegakan 
UUPKDRT. Kendala pertama korban tidak hadir di persidangan menjadi 
salah faktor terbanyak yang menjadi kendala dalam menyidangkan kasus 
KDRT. Hal tesebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Janverson 
Sinaga, S.H. selaku hakim di Pengadiian Negeri Makassar (wawancara 11 
Oktober 2013): 
"Pada kasus KDRT kebanyakan korbanya tidak hadir dalam 
persidang karena berbagai alasan dari pihak korban seperti sakit, 
sibuk dan juga perasaan trauma." 
 
Kedua BAP tidak lengkap khususnya syarat materil dan juga syarat 
formil, seperti, identitas pelaku dan korban. Tidak lengkapnya BAP 
menyebabkan kasus KDRT tidak dapat diadili karena tidak memenuhi 
ketentuan KUHAP. Korban tidak memberikan keterangan dalam artian 
korban merahasiakan kasusnya sehingga tidak dapat diusut lebih lanjut 
oleh aparat penegak hukum, korban tertekan secara psikis sehingga 
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hakim tidak dapat meminta keterangan dari korban selama persidangan. 
Kewenangan hakim dalam memutus pelaku KDRT yang telah 
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur 
dalam UUPKDRT. Putusan hakim untuk menghukum pelaku KDRT juga 
merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum sebagaimana maksud 
dan tujuan UUPKDRT muiai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu bab 
IV tentang Perlindungan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-
undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, 
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung 
melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, 
serta Lembaga Bantuan Hukum. 
2. Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan 
perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam 
rumah tangga oleh; 
1. Kepolisian 
a. Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan 
keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga 
karena merasa malu; 
b. Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena 
korban memilih menarik iaporanya dengan alasan memelihara 
keutuhan keluarga 
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2. Kejaksaan 
a. Tidak memenuhi syarat-syarat materii seperti tidak adanya atau 
kaburnya tempus delictinya 
b. Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat 
bukti. 
3. Kehakiman 
a. Korban tidak hadir dalam persidangan 
b. BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi 
keterangan 
c. Pelaku tidak hadir dalam persidangan 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut; 
1. Perlunya sosialisasi yang Lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban 
kekerasan daian rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban 
khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami 
tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga. 
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 
tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk 
perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan 
hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana 
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kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh 
perempuan dapat semakin diminimalisir 
3. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala 
bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam Iingkup rumah tangga 
dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. 
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